
 

 

 

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 

NOMOR 16 TAHUN 2012 

 
TENTANG  

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  

NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GRESIK, 
 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan 

pelayanan perparkiran sebagai bagian dari upaya lebih 

mendukung ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas, 

dibutuhkan adanya penataan yang lebih komprehensif dan 

tepat sasaran; 

  b. bahwa guna mengoptimalkan upaya intensifikasi dan 

ekstensifikasi sumber pendapatan daerah, dipungut 

retribusi atas pemakaian tempat dan pelayanan parkir; 

  c.  bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Umum Bab VII tentang 

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum perlu 

disesuaikan; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Umum; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2390); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3019);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4235);  

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4548); 

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4444); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634 ); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4674 ); 



10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

15. Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2009 Tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 

16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

17. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5072); 

18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 

5234); 



19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3527); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang 

Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1993  Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang 

Kendaraan dan pengemudi ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang  

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006  Nomor 80, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan  Daerah   Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 4737);  



28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5161); 

29. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Catatan Sipil; 

30. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.63 Tahun 

1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan 

Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kareta 

Tempelan, karoseri dan Bank Muatan serta komponen-

komponennya; 

31. Keputusan menteri Perhubungan Nomor :  KM.66 Tahun 

1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum; 

32. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor :   KM. 71 Tahun 

1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 

33. Keputusan Menteri perhubungan Nomor :   KM. 9 Tahun 

2004 tentang Pengujian tipe Kendaraan Bermotor; 

34. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 

02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang pedoman 

Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama 

Telekomunikasi; 

35. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 

Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika 

dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor  : 

18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 

9/PER/M.KOMINFO/03/09 dan  Nomor : 3/P/2009 

Tentang Pedoman pembangunan dan Penggunaan 

Bersama Menara Telekomunikasi; 

36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 

364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium 

Kesehatan; 

37. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 

128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat 

Kesehatan Masyarakat; 

38. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 666/ 

MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap 

Pelayanan Medik Dasar; 



39. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam 

Negeri Nomor : 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor: 12 

Tahun 2009 tentang Pedoman tarif Pelayanan Kesehatan 

bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan anggota Keluarganya 

di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah 

Sakit Daerah; 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 

2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik Nomor 21 Tahun 2011); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil; 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 4); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 

2011 tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 23); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN GRESIK 

dan 

BUPATI GRESIK 

 
 



MEMUTUSKAN : 
Menetapkan  :   PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 4 

TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 

4) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menyisipkan satu 

angka diantara angka 18 dan angka 19 yakni angka 

18a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Gresik. 

3. Bupati adalah Bupati Gresik. 

4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gresik. 

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi 

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa 

usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, 

fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 

menurut peraturan perundang-undangan retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 

termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 



9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu 

yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi 

untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari 

Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 

Puskesmas adalah UPT Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gresik yang menyelenggarakan fungsi pelayanan 

kesehatan dasar wilayah kerjanya yang didukung 

Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok 

Bersalin Desa, dan Pondok Kesehatan Desa. 

11. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah UPT Dinas 

Kesehatan Kabupaten Gresik yang menyelenggarakan 

fungsi pelayanan kesehatan dibidang  pelayanan 

pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan 

kepentingan upaya kesehatan masyarakat dan upaya 

kesehatan perorangan. 

12. Pemeriksaan Laboratorium adalah pemeriksaan di 

laboratorium klinik  dan/atau laboratorium kesehatan 

masyarakat/lingkungan terhadap bahan yang berasal 

dari manusia atau bahan bukan berasal dari  

manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab 

penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat 

berpengaruh pada kesehatan perorangan dan 

masyarakat. 

13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia 

dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 

14. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk 

memroses dan mengembalikan sampah ke media 

lingkungan secara aman bagi manusia dan 

lingkungan. 

15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang 

diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan 

mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti 

autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil.  

16. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting 

yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan 

Sipil pada Instansi yang berwenang. 



17. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian 

kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan 

dokumen dan data kependudukan melalui 

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan serta 

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 

pembangunan sektor lain. 

18. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang 

selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi 

yang memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan di tingkat 

penyelenggara dan instansi yang berwenang sebagai 

satu kesatuan.  

18a. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk 

bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 

diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada 

pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di 

bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas 

permukaan air, kecuali jalan kereta api dan jalan 

kabel.  

19. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak 

bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan 

pengemudinya. 

20. Parkir berlangganan adalah pemungutan retribusi 

parkir dengan jumlah uang yang telah ditentukan 

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.  

21. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan 

umum di wilayah Daerah Kabupaten Gresik dan telah 

ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir 

kendaraan bermotor. 

22. Pasar adalah tempat berkumpulnya penjual dan 

pembeli untuk memperjualbelikan dagangan di tempat 

yang telah ada secara rutin maupun yang terjadi 

secara insidentil di tempat yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah maupun di tempat lain. 

23. Rumah Toko (Ruko) adalah sebuah bangunan tetap 

yang dibangun dalam lingkungan pasar. 



24. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk 

petak yang berdinding keliling dan berpintu yang 

dipergunakan untuk berjualan. 

25. Los adalah sebuah bangunan tetap dalam Pasar yang 

sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang 

dipergunakan untuk berjualan. 

26. Pasar Kelas I adalah pasar yang memiliki fasilitas 

kebersihan, keamanan, dan administrasi 

perkantoran/ATK, listrik, air, dan telepon. 

27. Pasar Kelas II adalah pasar yang hanya memiliki 

fasilitas kebersihan, keamanan, dan administrasi 

perkantoran/ATK. 

28. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, 

pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap 

informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, 

gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optic, 

radio atau sistem elektromagnetik lainnya. 

29. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus 

yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk 

menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain 

atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan 

keperluan penyelenggaraan telekomunikasi. 

30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau 

penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 

cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran 

yang ditunjuk oleh Bupati. 

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang 

menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 

terutang. 

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan 

retribusi yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 

lebih besar daripada retribusi yang terutang atau 

seharusnya tidak terutang. 



33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disingkat STRD adalah surat untuk melakukan 

tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif 

berupa bunga dan/atau denda. 

34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 

menghimpun dan mengolah data, keterangan, 

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah 

dan retribusi daerah. 

35. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah 

dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang 

dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan 

retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

36. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah 

Kartu Indentitas Keluarga yang memuat data tentang 

nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta 

identitas anggota keluarga. 

37. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat 

KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti 

diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang 

berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

38. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah kutipan yang 

dipetik sebagian dari register akta catatan sipil yang 

diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat berwenang 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

39. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah 

terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan 

yang sah atas persetujuan ibu kandung anak 

tersebut. 



40. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang 

yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada 

saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak 

tersebut. 

41. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang 

digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin 

selain kendaraan yang berjalan di atas rel. 

42. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang 

terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak 

bermotor. 

43. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan 

bermotor jenis mobil bis, mobil barang, kendaraan 

khusus, kereta gandengan, kereta tempelan, dan 

mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan. 

44. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang 

dirancang khusus yang dimiliki fungsi dan rancang 

bangun tertentu antara lain kendaraan bermotor TNI, 

Kendaraan bermotor POLRI, alat berat antara lain 

Bulldozer, traktor, mesin gilas, forklift, loader, 

excavator, dan crane, serta kendaraan khusus 

penyandang cacat. 

45. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat 

maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya 

yang diperbolehkan menurut rancangannya. 

46. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala 

berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil 

pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta 

gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus. 

47. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji yang berbentuk 

plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, 

nomor uji kendaraan, dan masa berlaku. 

48. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan 

untuk mengangkut barang yang dirancang untuk 

ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh 

kendaraan bermotor penariknya. 

49. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang 

digunakan untuk angkutan barang. 



50. Kereta Gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan 

untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya 

ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk 

ditarik oleh kendaraan bermotor. 

51. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor 

angkutan orang yang memiliki tempat duduk 

maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk 

pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 

kg. 

52. Mobil bis adalah kendaraan bermotor angkutan orang 

yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) 

orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya 

lebih dari 3500 kg. 

53. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua 

dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau 

tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor 

beroda tiga tanpa rumah-rumah. 

54. Pelayanan Gawat Darurat adalah Pemeriksaan 

Kesehatan Umum, Pelayanan Medik Spesialis, Dokter 

Spesialis Tamu, Tindakan Medik Operatif, Tindakan 

Medik Non Operatif, Tindakan Anastesi, Pelayanan 

Penunjang Medik, Pelayanan Konsultasi, Visite, dan 

Pelayanan administrasi rawat inap. 

55. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah fungsi Pemerintah 

Daerah dalam rangka melaksanakan urusan wajib 

dalam memberikan pelayanan kesehatan tingkat 

dasar kepada masyarakat di Puskesmas. 

56. Puskesmas dengan jaringannya yang selanjutnya 

disebut dengan Puskesmas adalah UPT Dinas 

Kesehatan Kabupaten Gresik yang menyelenggarakan 

fungsi pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya 

yang didukung Puskesmas Pembantu, Puskesmas 

Keliling, dan Polindes. 

57. Puskesmas dengan Rawat Inap/dengan perawatan 

adalah Puskesmas yang menyediakan sekurang-

kurangnya 10 tempat tidur untuk rawat inap dalam 

rangka observasi, diagnosis, terapi, asuhan 

keperawatan, dan tindakan medik tertentu. 



58. Pelayanan konsultasi medis adalah pelayanan advis 

(saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis 

dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk 

diagnosis, terapi, dan pelayanan medis lainnya. 

59. Pelayanan Transportasi Ambulan adalah pelayanan 

transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut 

pasien baik disertai kru kesehatan maupun tanpa 

disertai kru kesehatan. 

60. Pelayanan Transportasi Jenazah adalah pelayanan 

transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut 

jenazah baik yang meninggal di Puskesmas maupun 

meninggal di luar Puskesmas dengan tujuan 

penghantaran ke lokasi tertentu. 

 
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7 
 

(1) Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dan 

jaringannya terdiri dari : 

a.  Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut; 

b. Pelayanan Rawat Jalan; 

c. Pemeriksaan Laboratorium ; 

d. EKG (elektro Kardio grafi) (pemeriksaan + Baca) 

e. Foto Torax; 

f. Pemeriksaan Sonografi; 

g. KIA dan KB; 

h.  Tindakan Bedah; 

i. Tindakan Medis Non Operatif Mata; 

j. Tindakan Medis Non Operatif; 

k. Rawat Inap Paket; 

l. Pemulasaraan Jenasah; 

m. Pembakaran Sampah Medis Per Kilo Gram; dan 

n. Pelayanan Transportasi rujukan. 

(2) Jenis pelayanan kesehatan dasar tertentu bagi 

Seluruh masyarakat di Kabupaten Gresik 

dibebaskan dari tarif pelayanan dan menjadi 

beban Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi 

pelayanan kesehatan. 



(3) Jenis Pelayanan Kesehatan di Laboratorium 

Kesehatan Daerah terdiri Dari : 

a. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik; 

dan 

b. Pelayanan Pemeriksaan laboratorium 

Kesehatan Masyarakat/Lingkungan. 

(4) jenis pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), 

ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I, Lampiran Ia dan Lampiran II, 

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 11 
 

Besaran Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 

beserta jaringannya dan Laboratorium Kesehatan 

Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, 

Lampiran Ia dan Lampiran II, merupakan satu 

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

 
4. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 38 
 

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan 

umum berlangganan dan Non Berlangganan yang 

ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

5. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu)  

Pasal yakni Pasal 38A, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 38A 
 

(1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu: 

a. Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan 

Umum Berlangganan; 



b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 

Umum Non Berlangganan. 

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dikenakan bagi pemilik atau pemakai 

kendaraan bermotor yang berpelat nomor 

kendaraan daerah. 

(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dikenakan bagi pemilik atau pemakai 

kendaran bermotor yang berpelat nomor 

kendaraan luar daerah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara 

pelaksanaan pelayanan parkir sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 

Bupati. 

 
6. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 45 

Masa retribusi terutang adalah batas waktu 

pemanfaatan pelayanan parkir di tepi jalan umum 

yang lamanya 1 (satu) tahun untuk parkir 

berlangganan atau batas waktu pemanfaatan yang 

lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan parkir 

di tepi jalan umum untuk parkir tidak berlangganan.  

 

7. Pasal 46 dihapus.  
 

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 76 diubah sehingga Pasal 76 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 76 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD 

atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, 

kupon, stiker dan kartu langganan. 

(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar 

tepat pada waktunya atau kurang membayar, 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi 

yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan 

ditagih dengan menggunakan STRD. 



(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat 

Teguran. 

(5) Tata Cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 2 Januari 

2014. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik. 

 

Ditetapkan di Gresik 

Pada tanggal 28 Februari 2012   

 

BUPATI GRESIK 
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Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si. 

 

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 28 Februari 2012 

                  
SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN GRESIK, 
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Ir. MOCH. NADJIB, MM 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19551017 198303 1 005 
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